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Keterbukaan informasi merupakan salah satu pilar penting 
untuk mendorong terciptanya iklim transparasi dalam 
pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance). 
Penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia diawali 
dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sejak 1 
Mei 2010, pemerintah sebagai penyelenggara program 
pembangunan dan pelayanan publik wajib membuka akses 
layanan informasi kepada masyarakat dalam hal ini negara 
harus transparan, akuntabel, dan meningkatkan partisipasi 
aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 
pengelolaan Badan Publik yang baik. Setiap orang berhak 
memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan 
undang-undang. 

 
Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk komitmen Balai Pelatihan dan 
Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal dalam upaya mewujudkan sebagai unit pelayanan teknis 
yang bersih (clean government) dan baik (good government) dalam memberikan layanan 
informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif  berupa 
meningkatnya reputasi dan kepercayaan  publik  terhadap  terhadap  BPPP Tegal. Laporan juga 
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas pelaksanaan layanan informasi 
publik yang telah diselenggarakan selama periode Januari hingga Juni 2025. Layanan ini merupakan 
amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang 
menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik secara akurat, lengkap, dan 
tepat waktu. 

 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik BPPP Tegal 
Semester 1 Tahun 2025 ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu kami 
membuka ruang untuk saran, kritik, dan masukan dalam rangka penyempurnaannya. Akhir 
kata, semoga Laporan Layanan Informasi, dapat memberikan manfaat dan informasi 
kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID BPPP Tegal dapat 
dipertanggungjawabkan secara maksimal. 

 
 

Tegal, Januari 2026 
                  PPID BPPP Tegal 

 
      Achmad Subijakto 
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GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK  

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi atas 
pelaksanaan layanan informasi publik yang telah diselenggarakan oleh BPPP Tegal 
selama periode Juli hingga Desember 2025. Layanan ini merupakan amanat dari 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 
yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik 
secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. 

Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses adalah pilar penting 
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan ini menyajikan 
evaluasi komprehensif mengenai berbagai aspek layanan, mulai dari statistik 
permohonan informasi, jenis informasi yang paling sering diminta, hingga 
tantangan dan hambatan yang dihadapi. Selain itu, laporan ini juga memuat 
langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang demi tercapainya 
pelayanan yang lebih efektif dan efisien.Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 
merupakan pilar fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik dan bersih ( clean government dan good government). Prinsip ini menegaskan 
hak setiap warga negara untuk mengakses informasi yang relevan dengan 
kepentingan publik, sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi 
publik, dan demokrasi dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara eksplisit mendorong setiap 
badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan 
biaya terjangkau, dan dalam cara yang sederhana. Dalam konteks ini, peran 
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi krusial dalam 
menjalankan prinsip keterbukaan informasi guna mencapai good governance. 

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Tegal, sebagai unit pelayanan 
teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki komitmen 
kuat terhadap KIP. Institusi ini bertekad untuk memastikan bahwa informasi 
terkait kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan layanan lainnya dapat diakses 
secara transparan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pihak terkait. Hal ini 
memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang relevan guna 
mendukung pengembangan sektor perikanan, pengambilan keputusan berbasis 
bukti, serta partisipasi yang lebih baik dalam kegiatan BPPP Tegal. 

 

 

 



 

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  

 BPPP Tegal  

Dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan informasi publik secara efektif, 
BPPP Tegal telah membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) untuk Tahun Anggaran 2025. Pembentukan tim ini 
didasarkan pada Surat Tugas Nomor Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi (PPID) BPPP TEGAL ditetapkan pada Tahun 2025 melalui surat 
Keputusan Kepala BPPP Tegal Nomor B.431/BPPP.TGL/ KP.440/I/2025 
tertanggal 14 Januari 2025.  

Struktur tim PPID BPPP Tegal TA. 2025 dirancang untuk mencakup berbagai fungsi 
kunci dalam pengelolaan dan pelayanan informasi. Tim ini dipimpin oleh Achmad 
Subijakto, A.Pi., M.P. sebagai PPID Pelaksana, didampingi oleh beberapa 
koordinator bidang antara lain Yudha Adyatama Firmansyah, SE koordinator 
Bidang Umum, Ahmad Harianto, S.Pi sebagai koordinator bidang pelatihan dan 
Dedi Hertono, S.St.Pi, M.Pi sebagai Koordinator Bidang Pemanfaatan Aset dan 
kerjasama. Untuk memastikan kelancaran operasional, tim ini juga dilengkapi 
dengan anggota yang bertanggung jawab dibidang pelayanan, yaitu: 
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 PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
 

Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan jaminan kepada setiap 
orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik. Sebagai bentuk 
jaminan atas informasi publik tersebut, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 
Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan 
BPPP Tegal Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki 
SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik. 

Pengaturan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan 
hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum (rechstaat). Hal ini bertujuan agar 
memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga 
dengan badan publik yang notabene sebagai penyedia informasi publik untuk 
mengelola informasipublik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Secara umum, terdapat dua mekanisme mendapatkan informasi publik 
berdasarkan regulasi yang disebutkan di atas yaitu, melalui akses pada sarana 
elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan 
melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Tahun 2010, 
merupakan tahun yang amat bersejarah bagi pemenuhan hak asasi atas informasi 
publik. Pasalnya, tahun tersebut merupakan tahun reformasi layanan informasi 
publik yang sebelumnya bersifat tertutup dan sejak UU KIP diberlakukan setiap 
informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses kecuali terhadap informasi 
publik yang dikecualikan. 

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang dapat mengakses dan 
memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP. BPPP 
Tegal sebagai salah satu badan publik yang wajib tunduk pada UU KIP perlu untuk 
menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada 
pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, pada dasarnya BPPP 
Tegal selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan informasi agar publik 
dapat memperoleh dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan 
sederhana. 

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh BPPP Tegal dilakukan melalui sarana 
atau media elektronik dan media non-elektronik sebagaimana telah tersebut pada 
bagian di atas. Pada Tahun 2025 PPID BPPP Tegal menerima beberapa permohonan 
yang diajukan oleh publik dalam beragam jenis seperti dokumen. Penjelasan terkait 
layanan dan permohonan publik tersebut dijelaskan pada halaman berikutnya. 
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SARANA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK  
 
Layanan permohonan informasi publik yang diselenggarakan di BPPP Tegal 
disediakan melalui media elektronik dan non-elektronik seperti pos surat dan datang 
langsung ke Ruang PTSP BPPP Tegal dengan mengisi formulir Permohonan Informasi 
Publik yang disediakan.  
Selama Periode Bulan Juli s.d Desember 2025 ini terdapat 8 Permohonan Informasi 
yang di sampaikan secara langsung di ruang PTSP BPPP Tegal, dan tidak ada 
permohonan informasi secara online.  

JENIS INFORMASI YANG DIMOHONKAN  

Berdasarkan data keseluruhan permohonan yang telah dijelaskan pada bagian di 
atas sebanyak 9 permohonan, sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini : 

Tanggal 
Permohonan Informasi yang diminta Penyelesaian 

01 Juli 2026 Kegiatan Pelatihan BST 
bagi siswa SMK 

Persyaratan BST dengan mengirimkan 
surat permohonan BST ke Balai dari 
sekolah asal dan membawa persyaratan 
diklat 

18 Agustus 2026 

Kegiatan Pelatihan BST F1 
bagi para siswa SMK 
Jurusan Nautika Kapal 
Perikanan 

Persyaratan BST F1 dengan mengirimkan 
surat permohonan BST F1 ke Balai dari 
sekolah asal dan membawa persyaratan 
diklat 

02 September 2026 
Persyaratan Ujian ANKAPIN 
III bagi Awak kapal 
perikanan 

Persyaratan Ujian ANKAPIN II dengan 
mengirimkan surat permohonan Ujian 
ANKAPIN II ke Balai dan membawa 
persyaratan diklat 

07 Oktober 2026 Persyaratan Uji 
Kompetensi bagi para ABK 

Persyaratan Uji Kompetensi dengan 
membawa berkas yang di persyaratkan 

13 Oktober 2026 
Kegiatan Pelatihan BST 
bagi LPK  

Persyaratan BST dengan mengirimkan 
surat permohonan BST ke Balai dari LPK 
dan membawa persyaratan diklat  

15 Oktober 2026 Persyaratan Pelatihan BST 
F2 bagi awak kapal 
perikanan  

Persyaratan Pelatihan BST F2  

26 November 2026 Persyaratan Ujian 
ANKAPIN/ ATKAPIN I 

Persyaratan ANKAPIN/ATKAPIN I dengan 
mengirimkan surat permohonan Ujian 
ANKAPIN II ke Balai dengan membawa 
berkas yang di persyaratkan 

04 Desember 2026 

Kegiatan Pelatihan Rating 
Perikanan Bagi Awak kapal 
perikanan yang akan 
berlayar ke spanyol  

Persyaratan Pelatihan Rating Perikanan 
dengan membawa berkas yang di 
persyaratkan 

17 Desember 2026 

Kegiatan Pelatihan Rating 
Perikanan secara online 
(Rating Portofolio) Bagi 
Awak kapal perikanan yang 
sedang berlayar 

Persyaratan Pelatihan Rating Perikanan 
secara online (Rating Portofolio) Bagi Awak 
kapal perikanan yang sedang berlayar 
dengan mengirimkan persyaratan secara 
online. 
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Dari tabel di atas, terdapat 8 (delapan) permohonan yang dapat 
dikategorikan sebagai permohonan informasi di PPID BPPP Tegal yaitu sebagian 
besar terkait dengan permintaan Kegiatan Pelatihan Kepelautan yang 
diselenggarakan BPPP Tegal. Selebihnya di luar hal tersebut adalah permohonan 
dalam bentuk konsultasi, pengaduan, permohonan data Badan Publik dan lain-lain 
terkait yang bukan merupakan permohonan informasi karena pada dasarnya tidak 
ada data atau berkas dokumen yang diminta, namun hal tersebut masih terkait 
dengan kewenangan, tugas dan fungsi BPPP Tegal.  

 
 

 JANGKA WAKTU PEMENUHAN INFORMASI PUBLIK  

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur 
secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan 
jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 
sejakditerimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk 
dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja. Berdasarkan mekanisme tersebut, PPID BPPP Tegal selalu berupaya untuk 
tidak melebihi jangka waktu pemberian informasi terhadap permohonan di PPID BPPP 
Tegal meskipun dengan banyaknya kendala yang mengakibatkan keterbatasan 
layanan. 
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Setiap badan publik dalam memberikan layanan informasi publik berasaskan 
pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana 
(Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri tidak 
hanya bagi BPPP Tegal namun juga untuk setiap badan publik demi mewujudkan 
layanan informasi publik secara cepat kepada masyarakat. UU KIP telah memberikan 
solusi kepada setiap badan publik agar mengembangkan sistem penyediaan layanan 
informasi secara cepat, mudah dan wajar dengan memanfaatkan sarana dan/atau 
media elektronik dan non-elektronik. 

 
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, BPPP  Tegal telah 
menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada 
masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat 
dilakukan melalui elektronik (email, whatsapp, dan medsos) dan non-elektronik 
(pos surat dan datang langsung). Publik juga dapat mengakses informasi publik 
yang dikuasai oleh BPPP Tegal melalui website https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-
tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/  Sangat disadari bahwa dalam rangka 
pelayanan informasi publik oleh PPID BPPP Tegal masih jauh dari sempurna, antara 
lain adalah karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID BPPP 
Tegal.  

 
Kendala Internal Kendala Eksternal 

 

Kendala Teknis 
Minimnya sarana layanan informasi publik ini 
akan berdampak pada pemenuhan hak atas 
informasi publik bagi masyarakat. Salah satu 
kendala teknis yang dihadapi oleh PPID BPPP 
Tegal adalah terjadi gangguan terhadap 
infrastruktur TIK BPPP Tegal yang berkaitan 
dengan penerimaan permohonan informasi 
melalui media Elektronik. 

 
Kendala Substansi 
Kendala substansi yang dialami oleh PPID 
BPPP Tegal dengan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam memberikan layanan 
permohonan informasi publik. SDM pada 
struktur Pejabat Pengelola Informasi dan 
Dokumentasi yang dimiliki BPPP Tegal 
sebanyak 10 orang, sedangkan yang khusus 
memberikan pelayanan informasi publik baik 
secara digital maupun datang langsung hanya 
berjumlah 1 orang. Kendala ini tentunya akan 
berdampak langsung pada optimalisasi 
pemenuhan hak masyarakat atas informasi 
publik. 

Dalam menyampaikan Permohonan Informasi, 
masyarakat masih belum memahami 
mengenai Fungsi BPPP Tegal. Terdapat 
beberapa kasus permohonan informasi ke 
BPPP Tegal yang secara substansi kurang 
tepat, dimana informasi tersebut bukan 
informasi yang dikuasai oleh PPID BPPP Tegal 
melainkan informasi tersebut berada di Badan 
Publik lain. Dari jumlah permohonan informasi 
yang masuk ke PPID BPPP Tegal, ditemukenali 
bahwa ada masyarakat kurang mendapatkan 
literasi keterbukaan informasi. Maka dari 
beberapa kasus diatas, bisa diasumsikan 
bahwa masyarakat menganggap BPPP Tegal 
bisa memberikan semua informasi di semua 

bidang.  

https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/
https://ppid.kkp.go.id/upt/bppp-tegal/layanan-informasi/pemohonan-informasi/
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 KESIMPULAN  
Sebagai lembaga yang melaksanakan UU BPPP Tegal dan peraturan pelaksananya, 
BPPP Tegal berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan 
akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada 
bagian-bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan 
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. 

Pada bulan januari s.d Juni 2025, PPID BPPP Tegal menerima permohonan informasi 
publik sebanyak 8 permohonan. Dari 8 permohonan informasi publik yang diterima 
oleh PPID BPPP Tegal, semua dapat di seleseikan pada waktu yang sama ketika 
permononan informasi itu di terima. Dari jumlah permohonan tersebut, PPID BPPP 
Tegal telah berupaya memenuhi permohonan informasi dengan berasaskan pada 
layanan informasi secara cepat, dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana 
kepada publik. 

 
Di masa yang akan datang, PPID BPPP Tegal akan terus meningkatkan kinerja dan 
pelayanan terhadap permohonan informasi publik yang lebih optimal serta dapat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas guna memenuhi kriteria selaku 
Badan Publik yang Transparan dan Akuntabel. 

 

 SARAN  
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
PPID dalam memberikan layanan 
informasi publik. PPID dituntut untuk 
membangun dan mengembangkan 
sistem informasi dan dokumentasi 
untuk mengelola informasi publik 
secara baik dan efisien sehingga dapat 
diakses dengan mudah. 

 
Berdasarkan hal tersebut, guna dapat 
memberikan layanan informasi publik 
kepada masyarakat secara efisien dan 
efektif, maka perlu dilakukan langkah- 
langkah strategis di dalam Internal dan 
eksternal PPID KI BPPP Tegal berupa: 

 

 
 Rapat Koordinasi Berkala; 
 Pembagian Jadwal Petugas 

Layanan Informasi; 
 Pengembangan dan Pemanfaatan 

Infrastruktur TIK PPID; 
 Pembenahan Tata kelola PPID BPPP 

Tegal (Standard Operasional 
Procedur ; Workflow); 

 Sosialisasi yang tepat sasaran dan 
efektif terhadap masyarakat yang 
membutuhkan pemenuhan hak atas 
Informasi Publik. 

 Strategi Komunikasi yang tepat 

 KOMISI INF 
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